
BUPATIREJANGLEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
NOMOR l TAHON 2021 . ' 

TENTANG 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a. bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan 
kedudukan yang :sama dalam kegiatan pembangunan di 
daerah; 

b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam 
pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan 
melalui st:rategi pengarusutamaan gender secara terpadu 
dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 
hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Perangkat 
Daerah maka per lu diatur mengenai pengarusutamaan 
gender dalam pembangunan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentuka n 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimina tion In 
Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO 
mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan J abatan) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 2854); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nornor 157); 
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13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pei:nbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
ReJang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang LebongTahun 2018 Nomor 133). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG 
dan 

Menetapkan 

BUPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
5 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terruri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB 
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong. 

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan rutetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 
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1 l. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPO untuk periode 5 (lima) 
tahun. 

12. Ren~ana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
RenJa SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode l (satu) 
tahun. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

14. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalab strategi 
yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan 
perempuan. 

15. Gender adalab konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perernpuan 
untuk rnernperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan kearnanan, dan kesamaan dalarn menikrnati hasil 
pembangunan. 

17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. 

18. Analisis gender adalab proses analisis data gender secara sistematis tentang 
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat 
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalarn proses 
pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki 
dan perempuan. 

19. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 
perernpuan dan laki-Iaki. 

20. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARO adalah 
anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang 
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

21. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat CBS adalah dokumen 
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender 
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan 
pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 

22. Gender Analysis Pathway adalah metode analisis untuk mengetahui 
kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan 
mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ 
program/kegitan hingga dalaro proses menyusun rencana aksi. 

23. Foca.l Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai 
kemarnpuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit 
kerjanya masing-masing. . . . 

24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanJutnya d1sebut PokJa 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daer~. . . 

25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, orgamsas1 sos1al 
dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
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..iD. Rencana Aksi Daerah PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake 
holders dalam melaksanak8:11 strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan 
kead1lan gender dengan leb1h focus, efisien, efektif sistematik terukur dan 
berkelenjutan sehi~gga dapat mendorong percepa~ tersusun~ya kebijakan 
program dan keg1atan pembangunan yang responsive gender sehingga 
Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan 
monitoring evaluasi pengarusutaaam gender secara optimal dalam 
pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

BAB JI , 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

Pelaksanaan PUG harus berasaskan : 
a. penghormatan terhadap hak asasi manusia; 
b. keadilan; 
c. partisipasi; 
d . kesetaraan;dan 
e. non diskriminasi. 

Bagian Kedua 
Maksud 
Pasal 3 

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat yang berperspektif gender. 

PUG bertujuan : 

Bagian Ketiga 
Tujuan 
Pasal 4 

a. mernberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun 
strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan , 
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan di daerah; 

b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian pennasalahan 
laki-Jaki dan perempuan; 

c. rnewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
berbangsa, dan bernegara; 

d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; 
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 

tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya 
pembangunan; dan 

f. meningkatkan peran dan kemandirian lernbaga yang menangani 
pemberdayaan perempuan. 

Ruang Jingkup PUG meliputi : 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 5 
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perencanaan dan pelaksanaan; 
b. koordinasi dan kerjasama; 
c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; 
d. pembinaan; dan 
e. pendanaan. 

BAB IV 
TUGAS DAN KEWENANGAN 

Bagian Kesatu 
Togas 
Pasal 6 

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman 
tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

Pemerintah Daerah berwenang: 

Bagian Kedua 
Kewenangan 

Pasal 7 

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah; 
b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di 

Daerah; 
c. melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG; 
d . memfasiltasi anggaran untuk kegiatan PUG; 
e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG 

pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah; 
f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang responsif gender; 
g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis 

gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi 
komunikasi, informasi, dan edukasi PUG; 

h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di 
bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, 
hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; 

i. memfasilitasi data terpilah menurutjenis kelamin; dan 
J. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG. 

BABV 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, 
Renstra SKPD, dan Renja SKPD. 

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pemba.ngunan responsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui analisis 
gender. 

Pasal 9 

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 8 ayat 
(2) dapat menggunakan metode Gender Analisys Pathway atau metode 
analisis Jain. 
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1.:1 Analisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing 
Perangkat Daerah. 

(3) Pe;aksanaan anaHsis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Renja 
SKPD dapat beke!Jasama dengan lembaga pergurua n tinggi atau pihak lain 
yang memiliki kapabilitas di bidangnya. 

Pasa l 10 

(!) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
d it uangkan dalam penyusunan OBS. 

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam OBS mcnjadi daSc""r Perangkat 
Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dengan dokumen Rl<A/DPA SKPD. 

Pasal 11 

(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja 
SKPD yang responsif gender. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPJMD, Rcnstra SKPD dan Renja Sl<PD 
yang responsif gender sebagaimana cl imaksud pacla ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

Bupati memberikan akses paling sedikit 30 % (tiga puluh perscn) untuk 
keterwakilan perempuan dalam seleksi pengangkatan pejabat strukturaJ clan 
pejabat fungsional sepanjang memenuhi persyaratan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 13 

(1) Bupati bertanggungjawab atas pelal<sanaan PUG di daerah. 
(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapal 

dilimpahkan kepada Wald! Bupati . 

Pasal 14 

Bupati menetapkan DP3APPKB sebagai koordinator pcnyelenggaraan PUG di 
daerah. 

Pasal 15 

(1) Oalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangka l Dacrah 
dibentu k Pokja PUG. 

(2) Anggota Pokja PUG adala h seluruh l<epala Pcrangkat Daerah. 
(3) Bupati menetapkan Kepala Bapped a sebagai Ketua Pokja PUG da n Kcpala 

DP3APPKB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. 
(4) Pembentu.kan Pokja PUG ditctapka n dengan Keputusan Bupati. 

Pasal I 6 

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai lllgas: 
a . mempromosikan dan memfasilitasi PUG kcpada masing-m,1sing Perangkot 

Daerah; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepa da Camat, Kepala Dcsa. 

dan Lurah; 
c . menyusun program kerja sctiap ta hun; 
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.,, mcndorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif 
Gender; 

e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; 
f. bcrtanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati; 
b. menyusun Profil Gender Daerah; 
1. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi; 
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; 
k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan 
I. mendorong dilaksanakannya pemilihan clan penetapan Focal Point di masing

masing Perangkat Daerah. 

Pasal 17 

(1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan 
aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender. 

(2) Rencana Aksi Daerab PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf k memuat: 
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; 
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah; 
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan 
d . penguatan peran serta masyarakat di daerah. 

Pasal 18 

(1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau 
stafyang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. 

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a. mempromosikan pengarusutarnaan gender pada unit kerja; 
b. rnernfasilitasi penyusunan rencana kerja clan penganggaran Perangkat 

Daerah yang responsif gender; 
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender 

kepada seluruh pejabat dan staf di Jingkungan Perangkat Daerah; 
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah; 
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, 

clan kegiatan pada unit kerja; clan 
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat 

Daerah; 
(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih clan ditetapkan 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

BAB VI 
KOORDINASl DAN KERJASAMA 

Pasal 19 

(1) Pelaksanaan PUG antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bupati 
rnelalui Sekretaris Daerah. 

(2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender 
dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait. 

(3) Pernerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG 
dapat rnelakukan kerjasarna dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Jainnya. 

8 1,1 .. -



' ' 

I 
I 

I 

BAB VII 
PERAN SERTA MASY ARAKAT 

PasaJ 20 

(l) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Jembaga swada •a 
mK asyarakat berhak berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah ) 

(2) etentuan leb'h I · · ct· 1 anJut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana 
imakb~ud pada ayat (I), dikoordinasikan oleh setiap Perangkat Daerah yang 

mem 1dangi PUG. 

BAB VIII 
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

Pasal 21 

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubemur secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan. 

Pasal 22 

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi : 
a. pelaksanaan program dan kegiatan; 
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; 
c. sasaran kegiatan; 
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber Jain; 
e. permasalahan yang dihadapi; dan 
f. upaya yang telah dilakukan. 

Pasal 23 

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan PUG. 

Pasal24 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan 
pemerintahan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya 
penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. 

(4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG 
berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan 
Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan 
kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang; 

BABIX 
PEMBINAAN 

Pasal25 

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi : 
a. penetapan panduan tekrtis pelaksanaan PUG; 
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, 

dan koordinasi; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 
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5, Undan~-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hal< Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4419); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndionesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2854) ; 

1 l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Serita Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalan1 Negcri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan 
Produk Hukum DaeraJ1 (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 
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13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentan 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Da al K b g R · Le er 1 a upaten 

eJang bong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
;ah~n 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan 

era uran Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah 
l<abupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG 
dan 

BUPATI REJANG LEBONG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
5. Satuan I<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SK.PD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB 
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong. 

8. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengab Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(Lima) tahun. 
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I 1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
~~nstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) 
...,_.,un. 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang I • . 
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD tusekanJu_tnya d1sebut 
tahun. · un penode 1 (satu) 

R~nc~a Kerj':' . dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
se anJutnya dismgkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran b · · . yang ens1 rencana pendapatan rencana belanja program 
dan keg1atan SKPD serta rencana pembiayaan 'sebagai dasar penyusunan 
APBD. 

Pengaru~utamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi 
yang d1bangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan 
perempuan. 

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menilanati hasil 
pembangunan. 
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki 
dan perempuan. 
Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang 
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat 
akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses 
pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalaban terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki 
dan perempuan. 
Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 
perernpuan dan laki-laki. 
Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya di.singkat ARG adalah 
anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang 
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 
Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokurnen 
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender 
terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telab dialokasikan 
pada output kegiatan untuk menangani permasalaban kesenjangan gender. 
Gender Analysis Pathway adalah metode analisis untuk mengetahui 
kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan 
mengintegrasikan basil analisis isu gender ke dalam kebijakan/ 
program/kegitan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. 
Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerab yang mempunyai 
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit 
kerjanya rnasing-masing. 
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja 
PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak 
pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 
Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial 
dan/atau organisasi kemasyarakatan. 
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,<O. Rencana Aksi Daerah PUG adalah acuan/arah 
holders dalam melaksanakan strategi PUG an kepada setiap stake 
keadilan gender dengan lebih focus efis· U~t~k-me?capai kesetaraan dan 
berkelenjutan sehingga dapat mend' ien, e e tif, s1stematik, terukur dan 
program dan kegiatan pe b orong percepatan tersusunnya kebiiakan 
P . m angunan yang re . " emenntah Daerah menduku k 

I 
spons1ve gender sehingga 

monitoring evaluasi pen ng e ancaran perancanaan pelaksanaan dan 
pembangunan menuju terwg8:r~sutaakam gender secara optimal dalam 

UJU nya esetaraan dan keadilan gender. 

BAB 11 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 2 

Pelaksanaan PUG harus berasaskan: 
a . penghormatan terhadap hak asasi manusia· 
b. keadilan; ' 
c. partisipasi; 
d. kesetaraan; dan 
e. non diskriminasi. 

Bagian Kedua 
Maksud 
Pasal 3 

PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
masyarakat yang berperspektif gender. 

PUG bertujuan : 

Bagian Ketiga 
Tujuan 
Pasal 4 

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun 
strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, 
pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan di daerah; 

b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan 
laki-Jaki dan perempuan; 

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
berbangsa, dan bemegara; 

d . mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; 
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 

tanggung jawab laki-Jaki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya 
pembangunan; dan 

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani 
pemberdayaan perempuan. 

Ruang lingkup PUG meliputi : 

BAB Ill 
RUANO LfNGKUP 

Pasal 5 
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a. perencanaan dan pelaksanaan; 
b. koordinasi dan kerjasama; 
c. pelap?ran, pemantauan, dan evaluasi· 
d. pembmaan; dan ' 
e. pendanaan. 

BABIV 
TUGAS DAN KEWENANGAN 

Bagian Kesatu 
Tugas 
PasaJ 6 

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan 
ten tang pelaksanaan pengarusutamaan gender. ' strategi dan pedoman 

Bagian Kedua 
Kewenangan 

Pasal 7 

Pemerintah Daerah berwenang: 
a. menetapkan kebijakan daerah daJam pelaksanaan PUG di Daerah; 
b. mengkoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksana kebijakan PUG di 

Daerah; 
c. melakukan pemantauan dan evalusi pelaksanaan PUG; 
d. memfasiltasi anggaran untuk kegiatan PUG; 
e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG 

pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah; 
f. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan 

kegiatan yang responsif gender; 
g. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis 

gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi 
komunikasi, informasi, dan edukasi PUG; 

h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di 
bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, 
hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; 

1. memfasilitasi data terpilah menurutjenis kelamin; dan 
j. menetapkan nama badan khusus yang menangani pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PUG. 

BABV 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

Bagi.an Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, 
Renstra SKPD, dan Renja SKPD. 

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif 
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis 
gender. 

Pasal 9 

(l) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 8 ayat 
(2) dapat menggunakan metode Gender Analisys Pathway atau metode 
analisis Iain. 
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A .nalisis gender terhadap Renja SKPD dilakukan oleh 

.-, Perangkat Daerah. masing-masing 
(3/ Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJ 

SKPD dapat bekerjasama dengan l b MD, Renstra SICPD dan R . 
il.ki k em aga pergu . enJa 

yang mem I apabilitas cli bidangnya. ruan tinggi atau pihak lain 

Pasal IO 

(1) Hasil analisis gender seba . . 
ditu~gkan dalam penyusun!aig~a dunaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 

(2) Hasll analisis gender an t d . 
Daerab dalam menyus~n terer fat dalam G~S menjadi dasar Perangkat 
yang tak terpisahkan d ang a acuan keg,atan dan merupakan bagian 

engan dokumen RKA/DPA SKPD. 

Pasal 11 

(l) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD Renstra SKPD dan Renja 
SKPD yang responsif gender. ' 

(2) Ketentuan le~ih lanjut mengenai RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD 
yang respons,f gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pas.al 12 

Bupati memberikan akses paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) untuk 
keterwakilan perempuan dalam seJeksi pengangkatan pejabat struktural dan 
pejabat fungsional sepanjang memenuhi persyaratan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 13 

(1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di daerah. 
(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilimpahkan kepada Wakil Bupati. 

PasaJ 14 

Bupati menetapkan DP3APPKB sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di 
daerah. 

Pasal 15 

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah 
dibentuk Pokja PUG. 

(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah. 
(3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai I<etua Pokja PUG dan Kepala 

DP3APPKB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG. 
(4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 16 

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas: 
a . mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat 

Daerah; 
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, 

dan Lurah; 
c. menyusun program kerja setiap tahun; 
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mc:ndo,:ong tcrwujudnya perencanaan dan penganggaran 

- -· oender; yang Responsif 
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tah . 
f. bertanggungjawab kepada Bupati melalu i Wak~ta .. 
g. merumuskan rekomendasi kebijakan ke ada 

8 
ufati, 

h. menyusun Profit Gender Daerah· p upat1, 
i. melakukan pemantauan pclaks;na PUG . . 
J · menetapkan tim teknis untuk m I an di ':1~smg-masing instansi; 
k. menyusun Rencana Aksi D ahePakuk~n anahs1s terhadap anggaran daerah; 
I . aer UG d1 Daerah · dan 
· mendorong dilaksanaka .1.h ' 

masi·ng p . k nnya pemi 1 an dan penetapan Focal Point di masing-
e1 ang at Daerah. 

Pasal 17 

(l) 1'im Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan 
aparatur yan? memahami analisis anggaran responsif gender. 

(2) Rencana Aks1 Daerah PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf k memuat: 
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah; 
b. PUG da lam siklus pembangunan di daerah; 
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan 
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah. 

Pasal 18 

(1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah terdfri dari pejabat dan/atau 
staf yang membidangi tugas perencanaao dan/atau program. 

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 
a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; 
b. memfasilitasi penyusunao rencana kerja dan penganggaran Perangkat 

Daerah yang responsif gender; 
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender 

kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah; 
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah; 
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, 

dan kegiatan pada unit kerja; dan 
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masiog-masing Perangkat 

Daerah; 
(3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (!), dipilih dan ditetapkan 

oleh Kepala Perangl(at Daerah. 

BAB VI 
KOORDINASI DAN KERJASAMA 

PasaJ 19 

(1) Pelaksanaan PUG antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender 
dilakukan oleh Bappeda bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait. 

(3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pcrcepatan pelaksanaan PUG 
dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. 
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----------------- BAB VII 
PERAN SERTA MASYARAI<AT 

Pasal 20 

(1) Setiap orang, kelompok . . 
masyarakat berhak be , organ1sas1 masyarakat dan lemb 

(2) Ketentuan lebih lanJ·~eran serta ?alam berbagai kegiatan PUGa~~ D swadhaya 
dimak d mengena1 peran s rta I aera . 

~u pada ayat (1), dikoordinasikan I ; . masyarakat sebagaimana 
memb1dangi PUG. · 0 e settap Perangkat Daerah yang 

BAB VU! 
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 

Pasal 21 

Bupati menyampaikan lapo,~an 1 k 
b k ' pea sanaan PUG kepada Gubemur secara er ala setiap 6 (enam) bulan. 

Pasal 22 

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi : 
a. pelak~aan program dan kegiatan; 
b. 1nstans1 yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan· 
c. sasaran kegiatan; ' 
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber la.in; 
e. pennasalahan yang dihadapi; dan 
f. upaya yang telah dilakukan. 

Pasal 23 

Laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 menjadi bahan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan PUG. 

Pasal 24 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 
(2) Pemantauan dan evaluasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang aritar susunan 
pemerintahan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya 
penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya. 

(4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG 
berdasarkan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD. 

(5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasarna dengan Perguruan 
Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. 

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan 
kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatmg; 

BAB lX 
PEMBINAAN 

Pasal 25 

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi : 
a . penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG; 
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, 

dan koordinasi; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; 
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pcntng~atan ka~asi ta_s Fo_cal Point dan Pokja PUG· d 
e. strategt pencapa1an kinetJa. • an. 

BAB X 
PENDANAAN 

Pasal 26 

(l) Pendanaan pelaksanaan . 
(2) Pendanaan pelaks program dan kegi~tan PUG bersumber dari APBD. 

pada ayat (l) d ana~ program dan _keg1atan PUG sebagaimana dimaksud 
Negara serta s' :pai . ersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

(3) p d um er a.in yang sah dan tidak mengikat. 
en anaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari 

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat 
Daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG: 

BABXJ 
KETENTUAN PENUTUP 
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup -1 
Pada tanggal ~/ /\v>n / 2021 

SEKRET S DAERAH 
KABUPATEN ANG LEBONG, 

I 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Cunp 
Pada tanggal i!!J Arpr-;1 2021 

BUPATI REJANG LEBONG, 

. ~---
0SYAMSUL EFFENDI 

\l_1• 

' :,_ 

1,-_ 
L·~.: 

- -- -

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 1'5~ 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINS! 
B&NOKULU, (1/14/2021( . .. \L .. :!v 
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